WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR ‘A TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

1.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4114);



.01

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor.ﬁor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nmor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323};



13.

14.

15.

16.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun - 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 81);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



Menetapkan :

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

21

22,

23.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021 Nomeor 13);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2021 Nomor 10);

Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor
S);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk
Linggau.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lubu Daerah
Kota Lubuk Linggau.

S. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kota
Lubuk Linggau.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah
dokumen perencanaan Kota untuk periode 1
(satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yvang
selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode
1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
Kota untuk periode 3 (tiga) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

10. Kebjjakan Umum APBD yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijjakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.



11. Arah kebijakan adalah pedoman untuk
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari waktu ke waktu.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran PD setelah
disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintah Kota dalam penetapan Renja
Pemerintah Kota, penyusunan KUA dan PPAS, serta
bpenyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB II
RKPD
Pasal 3

(1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2024
disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan
Keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah;

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; dan
BAB VII Penutup.



{(2) Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk
Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, T uu 2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

v

S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 7 M aws

SEKRETA%IS AERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKES"DEFRIANSYAH

1z

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR



